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Sekapur Sirih
Organisasi kemasyarakatan (Ormas) FRONT KOMUNITAS
INDONESIA SATU (FKI-1) saya dirikan dan deklarasikan
tepatnya pada tanggal 19 Juli 2004, bertempat di Gedung
Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No : 32-34 Jakarta Pusat. Dan
telah terakreditasi di Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia Cd Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 43/D.III.3/XI/2004 Tertanggal 24 November 2004
FKI-1 merupakan embrio dari Gerakan Relawan SBY (Gerakan
Relawan Susi lo Bambang Yudhoyono) yang juga di
deklarasikan di Gedung Dewan Pers  pada 16 Maret 2004.
B e rke t ep a t a n  s aya  j u ga  m e ru p a ka n  s a l a h  s a t u
penggagas/pendiri/deklaratornya.

pada saat itu, kami (diantaranya Almarhum A.Yani Wahid) para deklaratornya,
sesuai  dengan habi tat  pro fes inya atau keg iatan sehar i -har inya (saya
Jurnalis/Wartawan) agak selalu bersentuhan dengan berbagai problema yang
dihadapi masyarakat, berhasil menangkap tanda-tanda keinginan rakyat agar
terwujudnya “ perubahan ” dalam berbagai  aspek berbangsa dan  bernegara di
tanah air yang tercinta ini. Perubahan yang diharapkan, khususnya peningkatan
kesejahteraan rakyat, diharapkan rakyat dapat terwujud melalui salah seorang
yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu namanya telah ter-opini
secara nasional, baik di media cetak maupun elektronik.
Kehadiran Gerakan Relawan SBY merupakan ide spontanitas, tidak pernah meminta
restu siapapun tetapi mendapatkan respon positif  dari masyarakat. Jujur, saudara-
saudara ku di seluruh tanah air yang tergabung dalam Gerakan Relawan SBY tidak
pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun, dari pihak manapun termasuk
partai politik, dalam memperjuangkan terwujudnya perubahan. Segala bentuk
kegiatan untuk berhasil memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (kini Presiden
Republik Indonesia) dilakukan secara murni dengan cara swadaya maupun pribadi-
pribadi. Alhamdulillah, kehadiran Gerakan Relawan SBY cukup efektif, khususnya
dalam mengantisipasi pihak-pihak yang ingin memecah atau merubah keinginan
rakyat terwujudnya perubahan dengan cara-cara yang tidak seportif  atau dengan
money politik.
Tujuan FKI-1 saya dirikan dengan para pengurus Gerakan Relawan SBY, utamanya,
diharapkan dapat menjadi salah satu komponen masyarakat yang memiliki kepekaan
atau kepedulian lebih terhadap berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di
tengah-tengah masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan bahkan
yang berada di dunia internasional dan sekaligus dapat membantu masyarakat
untuk lebih memberdayakan diri serta mengetahui, menerima hak dan kewajibannya
sebagai warga negara Indonesia.
FKI-1 sesuai  namanya FRONT=di  depan  (bukan di  belakang rakyat) .
KOMUNITAS=pribadi-pribadi=individu-individu=komponen-komponen=elemen-
elemen yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi. INDONESIA SATU=Negara
Kesatuan Republik Indonesia=sebuah kesatuan yang t idak akan tercerai-
berai=terpisah-pisah apalagi memisahkan diri.

Jaya FRONT KOMUNITAS INDONESIA SATU.
Jaya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta 19 Juli 2004
Ketua Umum/Pendiri

(M.Julian Manurung)



Program Kerja
Front Komunitas Indonesia Satu

(FKI-1)

   Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) sebuah Organisasi Kemasyarakatan
independen yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 82 Tanggal 31 Agustus
2004, Notaris Daniel PM,SH,MM dan berkedudukan di Jakarta.

Visi dan Misi Front Komunitas Indonesia Satu

Visi FKI-1 :   Demokrasi sejati jembatan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik
 Indonesia 17 Agustus 1945.

Misi FKI-1 :   Menjaga persatuan rakyat dan bangsa Indonesia.

Program Kerja FKI-1 Yakni :

1.   Berperan aktif mendorong akselerasi pembangunan nasional.
2.   Menjaga dan membela kehormatan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari ancaman yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun luar negeri.
3.   Mendorong dan mengawasi dilaksanakannya secara pasti penegakan hukum dan

pemberantasan KKN.
4.   Melakukan fungsi kontrol terhadap parlemen/legislatif, eksekutif dan yudikatif dan

pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
5.   Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, KPU Pusat, KPU Daerah dan Pemerintah

Daerah serta instansi pemerintah terkait dalam mensosialisasikan Undang-undang
atau Peraturan Pemerintah yang ada demi terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Lingkup Kegiatan :

1. Monitoring :  Memantau seluruh kebijakan serta keputusan Legislatif, Eksekutif
dan Yudikatif  di seluruh wilayah tanah air.

2. Konsultasi  :  Melakukan komunikasi untuk menghasilkan jalan keluar atau
   solusi yang    bermanfaat bagi  rakyat.

3. Konsiliasi   :  Berupaya mempersatukan berbagai kepentingan rakyat dengan
legislatif, eksekutif dan yudikatif  demi terwujudnya kesepakatan
positif.

4. Penilaian Ahli  :  Menghasilkan sebuah pendapat yang kuat, mengikat sebagai dasar
pertimbangan untuk membuat sebuah kesepakatan dan/atau
keputusan hukum yang final.

5. Mediasi :  Sebuah proses yang mengikutsertakan ahli-ahli, pakar dalam
bidangnya masing-masing untuk dapat menyelesaikan perbedaan
pendapat.

6. Arbitrasi : Merupakan sebuah cara penyelesaian sebuah perbedaan pendapat
di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berbeda pendapat.
Putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak yang berbeda pendapat.

7. Implementasi    : Sebuah penerapan dan pelaksanaan program Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1)

8. Publikasi          : Sosialisasi yang intens dari berbagai kegiatan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 345 2456

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
     Nomor :

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
: 5 Tahun 1986, dan Surat Permohonan Nomor : 007/DPP FTA SBSI /VI/2003 tanggal 30 JUNI 2003
setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi oranisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Polit ik Departemen Dalam Negeri, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi :   FRONT KOMUNITAS INDONESIA SATU ( F K I 1 )

Sifat Kekhususan :   KESAMAAN KEGIATAN

NPWP :   02.368.842.7 – 025.000

Periode Kepengurusan :   2004

Alamat :   GEDUNG DEWAN PERS, JL. KEBON SIRIH  NO. 32-34
      Telp.(021) 3503349, 3517021, HP.0818798586

telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sesuai periode kepengurusan organisasi dan apablia di
kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau tejadi penyalahgunaan, akan
ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,   24  NOPEMBER  2004

A.N. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DIREKTUR FASILITASI ORGANISASI POLITIK
DAN KEMASYARAKATAN,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.Dirjen Kesbangpol, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
   (sebagai laporan)
2.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3.Kepala BAINTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Dirjen Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia
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Anggaran Rumah Tangga
Front Komunitas Indonesia Satu

(FKI-1)

BAB I

Bentuk

Pasal 1
   Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) adalah Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) yang berbentuk sebuah kesatuan dari
komunitas masyarakat atau rakyat Indonesia yang berwawasan
nusantara dan kebangsaan Indonesia yang mandiri dan otonom.

BAB II

Atribut

Pasal 2
2.1  Pada panji Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) yang

diatas dan dibawahnya ditempatkan tulisan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1).

2.2   Lambang Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-
1) terdiri :
(a)  Padi dan Kapas, mengandung arti kesejahteraan bagi

seluruh rakyat Indonesia.
(b)  Bendera Merah Putih yang mengandung arti persatuan

bagi seluruh rakyat Indonesia.
(c) Tulisan FKI-1 dibagian atas dalam kotak merah dan

tulisan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
berwarna merah pada pita berwarna dasar putih
mengandung arti keberanian, kejujuran, konsistensi dan
kemurnian serta bernuansa perdamaian perjuangan Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1).

(d)  Warna hijau muda pada gambar kapas, mengandung



arti kesucian, kemurnian, kebenaran, kejernihan berpikir
serta kearifan.

(e)  Warna kuning emas pada gambar padi, mengandung
arti kematangan dan intelektualitas yang berguna bagi
perjuangan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
serta ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.3   Hymne ikrar, akan diatur secara tersendiri melalui peraturan
organisasi.

BAB III

Pembentukan Dewan Pimpinan Provinsi,
Kabupaten, Kota, Kecamatan Dan Kelurahan/Desa

Pasal 3
    Di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
dapat ditunjuk Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota
sebagai perwakilan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
untuk mewakili kepentingan organisasi pada tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota.

Pasal 4
    Di sebuah Kecamatan dapat dibentuk Dewan Pimpinan Kecamatan
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dan di wilayah
Kelurahan/Desa dapat dibentuk Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa.

BAB IV

Tugas-Tugas Pokok
Pimpinan Organisasi Vertikal

Pasal 5
5.1 Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia Satu

(FKI-1) berkewajiban menjalankan tugas-tugas organisasi
yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah
Kerja Nasional atau Musyawarah Pimpinan serta



melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya
dengan kewajiban organisasi di lingkup regional, nasional
maupun internasional.

5.2 Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat 1 diatas, dilaksanakan
oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) secara kolektif, demokratis, transparan dan
profesional

.
5.3 Pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pimpinan Pusat Front

Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dilakukan oleh Kantor
Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat  yang pimpin oleh Sekretaris
Jenderal dan dibantu oleh para Wakil Sekretaris, Bendahara
dan dibantu oleh para Wakil Bendahara serta Departemen-
departemen serta Lembaga-lembaga, Badan-Badan sebagai
alat perlengkapan organisasi.

5.4 Tugas pokok Dewan Pimpinan Pusat meliputi :
(a) Membuat ketetapan-ketetapan atau kebijakan-kebijakan

organisasi di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota,
Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

(b) Menyusun dan menetapkan sistem administrasi
organisasi di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota,
Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

(c) Membina dan mengadakan hubungan kerjasama dengan
sesama organisasi kemasyarakatan, baik di dalam
maupun di luar negeri, instansi pemerintah
(Departemen/Badan Lembaga) dan organisasi-organisasi
lain.

(d) Melindungi dan membela kepentingan serta hak-hak
anggota.

(e) Melaporkan seluruh tugas-tugas pokok Dewan Pimpinan
Pusat ke Badan Pendiri.

(f) Menandatangani Kartu Tanda Pengurus Provinsi,
Kabupaten, Kota, Kecamatan dan  Kelurahan/Desa serta
mendistribusikan

(g) Membangun/mewujudkan organisasi kemasyarakatan
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) yang kuat,
independen, demokratis dan profesional serta bermanfaat
bagi pengurus, anggota dan seluruh rakyat Indonesia.



Pasal 6
Tugas-Tugas Pokok

Dewan Pimpinan Provinsi

6.1 Dewan Pimpinan Provinsi Front Komunitas Indonesia Satu
(FKI-1) berkewajiban menjalankan tugas-tugas organisasi
yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan atau
Musyawarah Kerja Tingkat Provinsi maupun ketetapan-
ketetapan/keputusan-keputusan organisasi lainnya serta
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya
dengan kewajiban organisasi di tingkat yang bersangkutan.

6.2 Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat 1 di atas dijalankan
oleh Dewan Pimpinan Provinsi yang bersangkutan secara
kolektif, demokratis, transparan, profesional serta
bertanggungjawab.

6.3 Pelaksanaan tugas organisasi harian Dewan Pimpinan Provinsi
dilakukan oleh Sekretaris dengan dibantu oleh para Wakil
Sekretaris, Bendahara dan dibantu oleh para Wakil Bendahara.

6.4 Tugas pokok Dewan Pimpinan Provinsi meliputi :
(a) Membina dan mengkoordinasi Dewan Pimpinan

Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang
berada dibawah pembinaan dan tanggung jawabnya.

(b) Menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur
kegiatan administrasi pimpinan daerah.

(c) Membina dan mengadakan hubungan kerjasama dengan
sesama organisasi, instansi pemerintah dan lembaga-
lembaga lain yang berada di ruang lingkup wilayah kerja
daerah yang bersangkutan.

(d) Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan
anggota.

(e) Mancari dan mengolah sumber-sumber dana organisasi.
(f) Menandatangani Kartu Tanda Anggota Provinsi,

Kabupaten,  Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta
mendistribusikannya.

(g) Membangun/mewujudkan Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) yang kuat, independen, demokratis dan



profesional serta bermanfaat bagi pengurus, anggota dan
seluruh rakyat Indonesia.

(h) Melaporkan seluruh tugas-tugas pokok Dewan Pimpinan
Provinsi ke Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 7
Tugas-Tugas Pokok

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

7.1 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) berkewajiban menjalankan tugas-
tugas organisasi yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah
dan/atau Musyawarah Kerja maupun ketetapan-
ketetapan/keputusan-keputusan organisasi lainnya serta
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya
dengan kewajiban organisasi di tingkat daerah yang
bersangkutan.

7.2 Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat 1 diatas, dijalankan
oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota secara kolektif,
demokratis, transparan, profesional serta bertanggung jawab.

7.3 Pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari Dewan Pimpinan
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris dengan dibantu
oleh para Wakil Sekretaris, Bendahara dan dibantu oleh para
Wakil Bendahara.

7.4 Tugas pokok Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota meliputi :
(a) Membina dan mengkoordinir Dewan Pimpinan

Kecamatan dan angotanya yang berada dibawah
pembinaan dan tanggung jawabnya.

(b) Menyusun dan melaksanakan sistem serta prosedur
kegiatan administrasi Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

(c) Membina dan mengadakan hubungan kerjasama dengan
sesama organisasi, instansi pemerintah dan organisasi
lainnya berada didalam ruang lingkup wilayah kerja
daerah yang bersangkutan.

(d) Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan
anggota.



(e) Mancari dan mengolah sumber-sumber organisasi.
(f) Melaporkan seluruh kegiatan maupun kebijakan yang

dikeluarkan ke Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ke
Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 8
Tugas-Tugas Pokok

Dewan Pimpinan Kecamatan

8.1 Dewan Pimpinan Kecamatan Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) berkewajiban menjalankan tugas-tugas
organisasi yang ditetapkan oleh Musyawarah Kecamatan
dan/atau Musyawarah Kerja Kecamatan maupun ketetapan-
ketetapan/keputusan-keputusan organisasi lainnya serta
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya
dengan kewajiban organisasi di tingkat daerah yang
bersangkutan.

8.2 Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat 1 diatas, dijalankan
oleh Dewan Pimpinan Kecamatan secara kolektif, demokratis,
transparan, profesional serta bertanggung jawab.

8.3 Pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari Dewan Pimpinan
Kecamatan dilakukan oleh Sekretaris dengan dibantu oleh
para Wakil Sekretaris, Bendahara dan dibantu para Wakil
Bendahara.

8.4   Tugas pokok Dewan Pimpinan Kecamatan meliputi :
(a) Membina dan mengkoordinir ranting-ranting dan

anggotanya yang berada dibawah pembinaan dan
tanggung jawabnya.

(b) Menyusun dan melaksanakan sistem serta prosedur
kegiatan administrasi Dewan Pimpinan Kecamatan.

(c) Membina dan mengadakan hubungan kerjasama dengan
sesama organisasi, instansi pemerintah dan organisasi
lainnya berada didalam ruang lingkup wilayah kerja
daerah yang bersangkutan.

(d) Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan
anggota.



ANGGARAN  DASAR
Front Komunitas Indonesia Satu

 (FKI-1)

Mukadimah

     Proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
pada 17 Agustus 1945 adalah jembatan emas yang menyatukan
rakyat Indonesia menuju demokrasi sejati dalam makna kebebasan
untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan dari kemiskinan dan
kebebasan dari rasa takut yang pada akhirnya bermuara pada hak
untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang
seimbang lahir batin.
     Pembangunan itu sendiri hakikatnya adalah usaha kerja keras,
kerja cerdas dan perjuangan gigih bersama seluruh rakyat Indonesia
bersatu secara sistematik, konseptual, visioner dan sinergis.
     Subyek dan obyek pembangunan adalah rakyat dan bangsa
Indonesia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Bahwa
kemajuan teknologi dan informasi telah menciptakan tata kehidupan
baru dalam pergaulan politik, budaya dan ekonomi dunia, maka
globalisasi merupakan tantangan multidimensi yang harus dijawab
dengan peningkatan profesional melalui penggalangan, pendidikan
dan pembinaan berkelanjutan yang dapat melahirkan masyarakat
Indonesia yang memiliki karakter demokrasi sejati, mandiri,
bermoral, berperadaban dengan menyadari sepenuhnya sebagai
rakyat yang memiliki kesetaraan antar bangsa-bangsa di dunia.
     Sadar terhadap kedudukan dan tanggung jawab dalam mengisi
kemerdekaan dengan didasari oleh rasa penghormatan dan
penghargaan kepada nilai-nilai religius, nilai-nilai ilmiah, nilai-
nilai cultural dan profesional, didorong oleh semangat Deklarasi
FKI-1 di Jakarta, tanggal 19 Juli 2004 : dengan Rahmat Tuhan
Yang Maha Esa bertekad bulat untuk gotong-royong dan berhimpun
dalam wadah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bernama

“Front Komunitas Indonesia Satu”
(FKI-1)



BAB I

Nama

Pasal 1
     Organisasi kemasyarakatan (Ormas) bernama Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1).

BAB II

Bentuk Dan Kedaulatan

Pasal 2
(1) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) berbentuk kesatuan

dan solidaritas rakyat yang berwawasan nusantara dan
kebangsaan Indonesia

(2) Kedaulatan berada ditangan anggota dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

BAB III

Kedudukan Dan Waktu

Pasal 3
(1) Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-

1) berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik  Indonesia.
(2) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) didirikan  berdasarkan

Deklarasi Jakarta pada  19 Juli 2004 untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan.

BAB IV

Sifat

Pasal 4
(1) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) bersifat demokratis,

egaliter, jujur, profesional dan bertanggung jawab.



(2) Sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini dapat bekerjasama
dengan badan-badan, organisasi-organisasi lainnya dalam
lingkup nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan
kesetaraan kepentingan.

BAB V

Asas Dan Tujuan

Pasal 5
(1) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) berasaskan Pancasila

sebagai landasan ideal bangsa dan UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional yang memberikan arah kepada perjuangan
bangsa.

(2) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) bertujuan :
a. Berperan aktif mendorong akselerasi pembangunan

nasional.
b. Membela kehormatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia

dari ancaman yang  mungkin timbul, baik dari dalam
maupun luar negeri serta mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

c. Mendorong dan mengawasi dilaksanakannya secara pasti
penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN).

d. Melakukan fungsi kontrol terhadap parlemen/Legislatif,
Eksekutif, Yudikatif dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan
Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB VI

Atribut

Pasal 6
(1) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) memiliki atribut

sebagai simbol identitas organisasi.
(2) Sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga organisasi.



BAB VII

Susunan Organisasi

Pasal 7
(1) Ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat .
(2) Ditingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Provinsi.
(3) Ditingkat Kabupaten disebut Dewan Pimpinan Kabupaten.
(4) Ditingkat Kota disebut Dewan Pimpinan Kota.
(5) Ditingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Kecamatan.
(6) Ditingkat Kelurahan/Desa disebut Dewan Pimpinan

Kelurahan/Desa.

BAB VIII

Pengurus Organisasi

Pasal 8
(1) Pengurus di tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat

terdiri :
a. Seorang Ketua Presidium, Sekretaris dan beberapa anggota

serta seorang Ketua Umum dan beberapa Ketua.
b. Seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara.
d. Ketua-Ketua Departemen/Badan.

(2) Pengurus di Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Provinsi
terdiri :
a. Seorang Ketua dan beberapa Wakil  Ketua.
b. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
d. Ketua-Ketua Bidang.

(3) Pengurus di Tingkat Kabupaten disebut Dewan Pimpinan
Kabupaten  terdiri :



a. Seorang Ketua dan beberapa Wakil  Ketua.
b. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
d. Ketua-Ketua Bidang.

(4) Pengurus di Tingkat Kota disebut Dewan Pimpinan Kota terdiri
a. Seorang Ketua dan beberapa Wakil  Ketua.
b. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
d. Ketua-Ketua Bidang.

(5) Pengurus di Tingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan
Kecamatan terdiri :
a. Seorang Ketua dan beberapa Wakil  Ketua.
b. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
d. Ketua-Ketua Bidang.

(6)  Pengurus di Tingkat Kelurahan/Desa disebut Dewan Pimpinan
Kelurahan/Desa terdiri :
a Seorang Ketua dan beberapa Wakil  Ketua.
b.   Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
c.   Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
d.   Ketua-Ketua Bidang.

BAB IX

Keanggotaan

Pasal 9
(1) Anggota Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) adalah

warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun.
(2) Syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB X

Hak Anggota

Pasal 10
     Setiap anggota Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) berhak

a. Hak bicara, hak suara, hak mengajukan usul dan pendapat.
b. Hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus

organisasi.
c. Memperoleh bimbingan, pembelaan dan perlindungan

hukum dari organisasi, baik di dalam maupun di luar
pengadilan.

BAB XI

Kewajiban Anggota

Pasal 11
    Setiap anggota Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
berkewajiban :

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
organisasi dan ketetapan-ketetapan serta ketentuan
organisasi.

b. Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan
kehormatan organisasi.

c. Ikut serta dalam melaksanakan program-program
organisasi.

BAB XII

Berakhirnya Keanggotaan Dan Kepengurusan

Pasal 12
    Keanggotaan dan kepengurusan Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) berakhir disebabkan :

a. Meninggal dunia.
b. Pernyataan tertulis yang diajukan kepada organisasi.
c. Terkena tindakan disiplin organisasi.



(e) Mancari dan mengolah sumber-sumber organisasi.
(f) Melaporkan seluruh kegiatan maupun kebijakan yang

dikeluarkan ke Dewan Pimpinan Kecamatan ke Dewan
Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 9
Tugas-Tugas Pokok

Pimpinan Kelurahan/Desa

9.1 Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) berkewajiban menjalankan tugas-
tugas organisasi yang ditetapkan oleh Musyawarah
Kelurahan/Desa dan/atau Musyawarah Kerja Kelurahan/Desa
maupun ketetapan-ketetapan/keputusan-keputusan organisasi
lainnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada
hubungannya dengan kewajiban organisasi ditingkat daerah
yang bersangkutan.

9.2 Pelaksanaan tugas tersebut pada ayat 1 diatas, dijalankan oleh
Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa secara kolektif, demokratis,
transparan, profesional serta bertanggung jawab.

9.3 Pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari Dewan Pimpinan
Kelurahan/Desa dilakukan oleh Sekretaris dengan dibantu
oleh para Wakil Sekretaris, Bendahara dan dibantu para Wakil
Bendahara.

9.4 Tugas pokok Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa meliputi :
(a) Membina dan mengkoordinir anggota-anggota yang berada

dibawah pembinaan dan tanggung jawabnya.
(b) Menyusun dan melaksanakan sistem serta prosedur

kegiatan administrasi Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa.
(c) Membina dan mengadakan hubungan kerjasama dengan

sesama organisasi, instansi pemerintah dan organisasi
lainnya berada didalam ruang lingkup wilayah kerja daerah
yang bersangkutan.

(d) Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan
anggota.

(e) Mencari dan mengolah sumber-sumber organisasi.



(f) Melaporkan seluruh kegiatan maupun kebijakan yang
dikeluarkan ke Dewan Pimpinan Kecamatan.

BAB V

Hak Suara

Pasal 10
Hak Suara

Dalam Musyawarah Nasional

10.1 Yang  mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) adalah :
(a) Dewan Presidium,
(b) Dewan Pimpinan Pusat.
(c) Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

10.1 Hak suara masing-masing utusan sebagaimana dimaksud
ayat 1 diatas ditentukan sebagai berikut :
(a) Dewan Presidium 1 (satu) suara
(b) Dewan Pimpinan Pusat 2 (dua) suara.
(c) Dewan Pimpinan Provinsi 1 (satu) suara.
(d) Dewan Pimpinan Kabupaten 1 (satu) suara.
(e) Dewan Pimpinan Kota 1 (satu) suara.

Pasal 11
Hak Suara

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa

11.1 Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional
Luar Biasa Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
adalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 diatas.

11.2 Hak suara masing-masing utusan sebagaimana dimaksud
pasal 8 ayat 1 diatur  berdasarkan ketentuan hak suara dalam
Musyawarah Nasional.



Pasal 12
Peserta Dan Hak Suara

Dalam Musyawarah Pimpinan

12.1 Jumlah peserta Musyawarah Pimpinan ditentukan oleh Dewan
Pimpinan Pusat serta Badan Pendiri.

12.2 Setiap peserta Musyawarah Pimpinan mempunyai hak suara
yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan hak suara
pada Musyawarah Nasional.

Pasal 13
Hak Suara

Dalam Musyawarah

13.1 Hak suara dalam Musyawarah Tingkat Provinsi :
(a) Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) suara.
(b) Dewan Pimpinan Provinsi 1 (satu) suara.
(c) Dewan Pimpinan Kabupaten 1 (satu) suara.
(d) Dewan Pimpinan Kota 1 (satu) suara.

13.2 Hak suara dalam Musyawarah Tingkat Kabupaten/Kota :
(a) Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) suara.
(b) Dewan Pimpinan Provinsi 1 (satu) suara.
(c) Dewan Pimpinan Kabupaten 1 (satu) suara.
(d) Dewan Pimpinan Kota 1 (satu) suara.

Pasal 14
Hak Suara

Dalam Musyawarah Kecamatan

14.1 Hak suara dalam Musyawarah Tingkat Kecamatan :
(a) Dewan Pimpinan Kabupaten 1 (satu) suara.
(b) Dewan Pimpinan Kota 1 (satu) suara.
(c) Dewan Pimpinan Kecamatan 1 (satu) suara.
(d) Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa 1 (satu) suara.

14.2 Hak suara dalam Musyawarah Tingkat Kelurahan/Desa :
(a) Dewan Pimpinan Kabupaten 1 (satu) suara



(b) Dewan Pimpinan Kecamatan 1 (satu) suara.
(c) Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa 1 (satu) suara.

BAB VI

Keabsahan Musyawarah

Pasal 15
Sahnya Musyawarah

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa,
Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Daerah Luar Biasa,
Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, dinyatakan
sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta
yang berhak hadir, sebagaimana ketentuan Bab 11,12,13,14 dan
15 Anggaran Rumah Tangga serta disetujui oleh Badan Pendiri
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1).

Pasal 16
Qourum

Sidang-sidang Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa,
Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Provinsi, Musyawarah
Kabupatan, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dinyatakan
memenuhi Quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah peserta.

Pasal 17
Pengambilan Keputusan

17.1 Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Luar Biasa,
Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Provinsi, Kabupaten,
Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa diambil atas dasar
musyawarah untuk mufakat.

17.2 Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk
mufakat seperti tersebut pada ayat 1 diatas tidak berhasil
dan atau tidak memungkinkan maka jalan terakhir diadakan
pemungutan suara atas dasar suara banyak. 



BAB VII

Penetapan Presidium
Dan Pemilihan Pimpinan

Pasal 18
Penetapan Dan Pemilihan Pimpinan

Dewan Pimpinan Pusat

18.1 Ketua Presidium, Sekretaris dan Anggota Presidium Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) ditetapkan berdasarkan
hasil Musyawarah Nasional dan disyahkan oleh Badan
Pendiri dengan sebuah Surat Keputusan.

18.2 Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua Umum Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) dipilih dan ditetapkan oleh
Musyawarah Nasional dan di syahkan oleh Badan Pediri.

18.3 Tata cara pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat diatur
dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

Pasal 19
Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten Dan Kota

19.1 Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota
organisasi kemasyarakatan Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah
Daerah dan disyahkan oleh Badan Pendiri.

19.2 Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten,
Kota diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah.

Pasal 20
Dewan Pimpinan Kecamatan

20.1 Dewan Pimpinan Kecamatan organisasi kemasyarakatan
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dipilih dan
ditetapkan oleh Musyawarah Kecamatan.

20.2 Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Kecamatan diatur
dalam Tata Tertib Musyawarah Kecamatan.



Pasal 21
Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa

21.1 Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa organisasi kemasyarakatan
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dipilih dan
ditetapkan oleh Musyawarah Kelurahan/Desa.

21.2 Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa diatur
dalam Tata Tertib Musyawarah Kelurahan/Desa.

Pasal 22
Perangkapan Jabatan

22.1 Pengurus organisasi kemasyarakatan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) di semua tingkatan organisasi tidak
dilarang merangkap jabatan pada organisasi kemasyarakatan
sejenis lainnya.

22.2 P e n g u r u s  d i s e m u a  t i n g k a t a n  o r g a n i s a s i
dibenarkan/diperbolehkan merangkap jabatan pada
kepengurusan di luar sesuai tingkatan organisasinya.

22.3 Pengurus Dewan Pimpinan Pusat organisasi kemasyarakatan
Front  Komuni tas  Indones ia  Satu  (FKI-1)
dibenarkan/diperbolehkan untuk memegang rangkap jabatan
pada organisasi internasional.

Pasal 23
Persyaratan Pengurus

Syarat-syarat menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) sebagai berikut :

(a) Dewan Pimpinan Pusat/Ketua Umum adalah peserta
Munas dan harus sudah menjadi anggota pengurus secara
aktif minimal selama 1 tahun.

(b) Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah
peserta Musda dan sudah menjadi anggota sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun.

(c) Dewan Pimpinan Kecamatan adalah peserta  Musyawarah
Kecamatan dan harus sudah menjadi anggota pengurus
aktif minimal selama 1 tahun.

(d) Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa adalah anggota aktif
minimal selama 1 tahun.



BAB XIII

Musyawarah Dan Rapat

Pasal 13
       Musyawarah dan Rapat Kerja Front Komunitas Indonesia Satu
(FKI-1) :
(1) Tingkat Pusat :

a. Musyawarah Nasional (Munas).
b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

(2)  Tingkat Provinsi :
a. Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi (Musda).
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
c. Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

(3)  Tingkat Kabupaten :
a. Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten (Musda).
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
c. Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

(4)   Tingkat Kota :
a.   Musyawarah Daerah Tingkat Kota (Musda).
b.   Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
c.   Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

(5) Tingkat Kecamatan :
a.  Musyawarah Kacamatan.
b.  Musyawarah Kecamatan Luar Biasa.
c.  Rapat Kerja Kecamatan.



BAB XIV

Musyawarah Nasional

Pasal 14
(1) Musyawarah Nasional (Munas) Front Komunitas Indonesia

Satu (FKI-1) merupakan pemegang kedaulatan tertinggi
organisasi.

(2) Munas dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri :
a. Dewan Presidium.
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten.
e. Dewan Pimpinan Daerah Kota.

(3) Munas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) mempunyai
wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan

Dewan Pimpinan Pusat.
b. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.
c. Menetapkan program-program umum/garis-garis besar

perjuangan.

d. Memilih dan menetapkan Kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat dan disetujui/disyahkan Badan Pendiri.

e. Mengangkat dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan
anggota Presidium dan disetujui/disyahkan oleh Badan
Pendiri.

f. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang
dianggap perlu dan disetujui/disyahkan oleh Badan Pendiri.



BAB XV

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Pasal 15
(1) Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Musyawarah

Nasional Luar Biasa (Munaslub)
(2) Munaslub hanya dapat diselenggarakan atas permintaan

sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Provinsi yang
ada serta disetujui oleh Badan Pendiri.

(3) Munaslub mempunyai wewenang dan kedaulatan sama dengan
Munas.

(4) Munaslub dihadiri oleh utusan sebagaimana ketentuan dalam
pasal 14 ayat (2).

BAB XVI

Rapat Kerja Nasional

Pasal 16
(1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Front Komunitas Indonesia

Satu (FKI-1) merupakan forum evaluasi dan konsolidasi
organisasi dalam menjabarkan serta mengoperasionalkan
program umum/garis-garis besar perjuangan organisasi.

(2) Rakernas dihadiri :
a. Dewan Pimpinan Presidium.
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

(3) Rakernas sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam
periode kepengurusan.



BAB XVII

Musyawarah Daerah

Pasal 17
(1) Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota

Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dilakukan setiap 4
(empat) tahun sekali dan dihadiri :
a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat.
b. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi.
c. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten.
d. Utusan Dewan Pimpinan Kota.
e. Utusan Dewan Pimpinan Kecamatan.

(2) Musyawarah Daerah (Musda) Tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Kota mempunyai wewenang :
a. Menilai laporan pertanggung jawaban ketua dan Dewan

Pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
b. Menetapkan program kerja sebagai penjabaran dan

implementasi dari program umum/garis-garis besar
perjuangan  organisasi.

c. Memilih dan menetapkan kepengurusan pimpinan.

BAB XVIII

Musda Luar Biasa

Pasal 18
(1) Dalam keadaan luar biasa dan atau mendesak dapat

diselenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
(2) Musdalub Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota organisasi

kemasyarakatan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
hanya dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Kabupaten dan Kota
yang ada dan untuk Dewan Pimpinan Kabupaten dan Kota
sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Kecamatan
yang ada.



(3) Musdalub Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai
wewenang dan kedaulatan sama dengan Musda.

(4) Utusan yang menghadiri Musdalub Tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota  sama dengan utusan yang menghadiri
Musda Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB XIX

Rakerda

Pasal 19
(1) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tingkat Provinsi, Kabupaten

dan Kota Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) merupakan
forum evaluasi, konsolidasi dan informasi dalam kerangka
penjabaran program umum/garis-garis besar perjuangan
organisasi.

(2) Rakerda  Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dihadiri :
a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat.
b. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi.
c. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten.
d. Utusan Dewan Pimpinan Kota.

(3) Rakerda Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurang-
kurangnya diselenggarakan sekali dalam periode kepengurusan.

BAB XX

Musyawarah Kecamatan

Pasal 20
(1) Musyawarah Kecamatan Front Komunitas Indonesia Satu

(FKI-1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dihadiri :
a. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten.
b. Utusan Dewan Pimpinan Kota.
c. Utusan Dewan Pimpinan Kecamatan.
d. Utusan  Dewan  P impinan  Ke lurahan /Desa .



(2) Musyawarah Kecamatan mempunyai wewenang :
a. Menilai laporan pertanggung jawaban ketua dan Dewan

Pimpinan Kecamatan, menetapkan program kerja sebagai
penjabaran dan implementasi dari program umum/garis-
garis besar perjuangan organisasi.

b. Memilih dan menetapkan kepengurusan pimpinan
Kecamatan.

BAB XXI

Musyawarah Luar Biasa

Pasal 21
(1) Dalam keadaan luar biasa dan atau mendesak dapat

diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa.
(2) Musyawarah Luar Biasa Kecamatan organisasi

kemasyarakatan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
hanya dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 dari Kelurahan/Desa.

(3) Musyawarah Luar Biasa Kecamatan mempunyai wewenang
dan kedaulatan sama dengan Musyawarah Kecamatan.

(4) Utusan yang menghadiri Musyawarah Luar Biasa Kecamatan
sama dengan utusan yang menghadiri Musyawarah
Kecamatan.

BAB XXII

Rapat Kerja Dewan Pimpinan Kecamatan

Pasal 22
(1) Rapat Kerja (Raker) Dewan Pimpinan Kecamatan Front

Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) merupakan forum evaluasi,
konsolidasi dan informasi dalam kerangka penjabaran program
umum/garis-garis besar perjuangan organisasi .

(2)    Raker  Kecamatan dihadiri :
         a.  Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten.



BAB VIII

Pembidangan Tugas Pimpinan
Dan Alat Kelengkapan Organisasi

Pasal 24
Pembidangan Tugas Pimpinan

24.1 Untuk masalah-masalah yang ruang lingkupnya berada di dan
atau bersifat nasional regional dan internasional ditangani
oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) dengan memberikan laporan ke Badan Pendiri.

24.2 Untuk masalah-masalah yang ruang lingkupnya berada di
wilayah kerja daerah ditangani oleh Dewan Pimpinan Provinsi,
Kabupaten dan Kota serta memberikan tembusan ke Dewan
Pimpinan Pusat.

24.3 Untuk masalah-masalah yang ruang lingkupnya berada di
wilayah kerja Kecamatan ditangani oleh Dewan Pimpinan
Kecamatan dan memberikan tembusan ke Dewan Pimpinan
Kabupaten, Kota dan ke Dewan Pimpinan Provinsi.

24.4 Masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh Dewan
Pimpinan Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Kecamatan dan
Kelurahan/Desa dapat diambil alih oleh Dewan Pimpinan
Pusat.

24.5 Pembidangan tugas Dewan Pimpinan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) di masing-masing tingkatan organisasi
secara lebih rinci akan ditetapkan melalui Peraturan Organisasi.

Pasal 25
Alat Kelengkapan Organisasi

25.1 Berdasarkan kebutuhan organisasi kemasyarakatan Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dapat menentukan alat
kelengkapan organisasi sebagai berikut :
(a) Di tingkat Pimpinan Pusat dapat dibentuk Departemen-

Departemen atau Lembaga-Lembaga Otonom, atau



Badan-badan.
(b) Di tingkat Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi, Kabupaten

dan Kota Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)
dapat dibentuk Bidang-Bidang.

(c) Di tingkat Dewan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dapat
dibentuk Bidang-Bidang.

25.2 Alat Kelengkapan organisasi kemasyarakatan Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) antara lain :
(a) Pengembangan organisasi dan keanggotaan.
(b) Sosial dan Politik.
(c) Hukum dan Perundang-undangan.
(d) Hubungan Luar Negeri, Hubungan Masyarakat dan antar

Lembaga.
(e) Penelitian dan Pengembangan
(f) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

BAB IX

Keanggotaan

Pasal 26
Tata Cara Dan Persyaratan Menjadi Anggota

26.1 Yang dapat diterima menjadi anggota organisasi
kemasyarakatan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-
1) adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut
(a) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati dan

mengamalkan Pancasila serta UUD 1945.
(b) Menyakini azas dan tujuan perjuangan sebagai organisasi

perjuangan rakyat yang demokratis dan independen.
(c) Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi

dan menerima serta menyetujui Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta program umum.

(d) Tidak sedang menjalani penyelidikan perkara di
Kepolisian dan atau menjalani hukuman berdasarkan
ketetapan pengadilan.



(e) Untuk menjadi angggota dibuat secara tertulis dengan
mengisi formulir permohonan menjadi anggota.

26.2 Permintaan untuk menjadi anggota dibuat secara tertulis
dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota.

Pasal 27
Kartu Tanda Anggota

27.1 Setiap anggota organisasi kemasyarakatan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota
(KTA) yang dikeluarkan.

27.2 Wewenang Penandatanganan KTA :
(a) Untuk fungsionaris/pengurus Dewan Pimpinan Provinsi,

Kabupaten, Kota dan Kecamatan, Kelurahan/Desa
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat.

(b) Untuk anggota Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota,
Kecamatan, Kelurahan/Desa ditandatangani oleh Ketua
dan Sekretaris Tingkat Provinsi.

(c) Untuk Dewan Pimpinan Pusat dan anggota Dewan
Pimpinan Pusat ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris  Jenderal Dewan Pimpinan Pusat.

27.3 Pengadaan blangko Kartu Tanda Anggota Pengurus Dewan
Pimpinan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan/Desa
dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dan untuk anggota
Provinsi, Kabupetan, Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa
di laksanakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi .

27.4 Masa berlakunya Kartu Tanda Anggota selama 5 tahun untuk
pengurus Dewan Pimpinan Pusat, pengurus Dewan Pimpinan
Provinsi, pengurus Kabupaten dan Kota 5 (lima) tahun, untuk
pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan 3 (tiga) tahun, pengurus
Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa 3 (tiga) tahun.



BAB X

Kewajiban Dan Hak-Hak
Anggota/Pengurus

Pasal 28
Kewajiban Anggota/Pengurus

    Setiap Anggota dan Pengurus organisasi kemasyarakatan Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) mempunyai kewajiban :
28.1 Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

keputusan-keputusan organisasi lainnya.
28.2 Aktif dalam melaksanakan program-program perjuangan

organisasi.
28.3   Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan

organisasi.
28.4 Membayar uang pangkal, uang iuran dan uang konsolidasi.
28.5 Menghadiri dan mengikuti setiap rapat-rapat, pertemuan

serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh
organisasi.

28.6 Mengamankan dan menperjuangkan seluruh konsepsi
perjuangan organisasi.

28.7 Senantiasa membina dan memelihara rasa kekeluargaan,
kesetiakawanan dan kegotong-royongan antar sesama
angggota.

28.8 Bertanggung jawab dan berani memperjuangkan cita-cita
luhur perjuangan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan
oganisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) dengan senantiasa mengedepankan
sikap dan prilaku menjunjung tinggi kebenaran, menjaga
kepercayaan, terbuka serta tanggap terhadap setiap
keadaan/perubahan situasi yang berkembang disekitarnya,
demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kejayaan rakyat dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 29
Hak Anggota

    Setiap anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan Front



Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) mempunyai hak :
29.1 Menerima perlakuan yang sama dari organisasi.
29.2 Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran,

baik secara lisan maupun tertulis.
29.3 Memilih dan dipilih.
29.4 Memperoleh pembinaan, pendidikan dan latihan, penataran,

pembelaan dan perl indungan dari  organisasi .
29.5 Memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum dalam

proses pengadilan.
29.6 Dan lain-lain hak yang akan ditentukan kemudian dalam

peraturan organisasi.

Pasal 30
Tindakan Disiplin

    Tindakan disiplin organisasi dapat dikenakan kepada setiap
anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) berupa :
30.1 Peringatan 1,2,3.
30.2 Skorsing.
30.3 Pemecatan.

Pasal 31
Tindakan Peringatan

31.1 Tindakan peringatan diambil atas dasar pertimbangan rapat
pengurus Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) pada
masing-masing tingkatan terhadap anggota atau pengurus
yang telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan
organisasi.

31.2 Tindakan yang telah merugikan kepentingan organisasi berupa
(a) Terbukti tidak mematuhi ketentuan atau keputusan

organisasi.
(b) Terbukti menyalahgunakan hak milik organisasi.
(c) Terbukti menyalahgunakan wewenang dan atau perbuatan

yang mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi.



Pasal 32
Tindakan Skorsing

32.1 Tindakan skorsing terhadap anggota maupun pengurus
dilakukan apabila telah diperingati sebanyak tiga kali, tetapi
masih juga melakukan pelanggaran.

32.2 Tindakan skorsing secara langsung terhadap anggota maupun
pengurus dapat dilakukan apabila melakukan kesalahan
berat sesuai kriteria yang ditentukan dalam Rapat Pleno
Pengurus pada masing-masing tingkatan dan mendapatkan
persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan disyahkan oleh
Badan Pendiri.

32.3 Tindakan skorsing dilakukan berdasarkan hasil keputusan
Rapat Pleno Pengurus Front Komunitas Indonesia Satu
(FKI-1) pada masing-masing tingkatan yang khusus diadakan
untuk itu.

Pasal 33
Pemecatan

33.1 Tindakan pemecatan terhadap anggota maupun pengurus
organisasi kemasyarakatan Front Komunitas Indonesia
Satu (FKI-1) diambil sebagai peningkatan dari skorsing
karena secara menyakinkan terbukti telah melakukan
kesalahan-kesalahan berat yang dapat merusak sendi-sendi
kehidupan organisasi.

33.2 Tindakan pemecatan terhadap anggota maupun pengurus
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) melalui rapat pleno Dewan Pimpinan
Pusat atas dasar permintaan pengurus di masing-masing
tingkatan dan mendapatkan persetujuan Badan Pendiri.

Pasal 34
Pembelaan Diri

    Angota atau pengurus organisasi kemasyarakatan Front
Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) yang terkena tindakan skorsing
dan atau pemecatan dapat melakukan pembelaan diri melalui :
34.1 Pembelaan diri Dewan Pimpinan Pusat yang terkena skorsing



         b.  Utusan Dewan Pimpinan Kota.
         c.  Utusan Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa.

(3) Raker Kecamatan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali
dalam periode kepengurusan.

(4)     Raker Kecamatan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Kecamatan.

BAB XXIII

Keuangan

Pasal 23
    Keuangan organisasi kemasyarakatan Front Komunitas Indonsia
Satu (FKI-1) diperoleh dari :
(1) Iuran Anggota
(2) Sumbangan, Hibah yang tidak mengikat
(3) Satu dan lainnya dalam arti yang seluas-luasnya dan tidak

bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang
berlaku.

BAB XXIV

Pembubaran Dan Peralihan
Pasal 24

(1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam
MUNAS yang khusus diadakan untuk itu dengan dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan
Provinsi dan 2/3 Dewan Pimpinan Kabupaten dan Kota serta
disetujui serta disyahkan oleh Badan Pendiri Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1).

(2) Apabila organisasi kemasyarakatan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) membubarkan diri maka segala
kekayaan dan perbendaharaan yang dimiliki disumbangkan



kepada lembaga-lembaga sosial yang bergerak dibidang
sosial kemasyarakatan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Badan
Pendiri.

BAB XXV

Ketentuan Peralihan

Pasal 25
    Peraturan-peraturan organisasi yang ada tetap dinyatakan berlaku
selama belum diadakan perubahan serta tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXVI

Penutup

Pasal 26
(1)  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar

akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

===== 000 =====
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dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat,
sedangkan yang terkena pemecatan dilakukan dalam
Musyawarah Nasional.

34.2 Pembelaan diri Dewan Pimpinanan Provinsi, Kabupaten/Kota
yang terkena skorsing dan atau pemecatan dilakukan melalui
Musyawarah Daerah.

34.3 Pembelaan diri Dewan Pimpinan Kecamatan yang terkena
skorsing dan atau pemecatan dilakukan melalui Musyawarah
Kecamatan.

34.4 Pembelaan diri Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa yang
terkena skorsing dan atau pemecatan dilakukan melalui
Musyawarah Kelurahan/Desa.

Pasal 35
Pergantian Pengurus Antar Waktu

35.1 Pergantian Pengurus Antar Waktu adalah pengisian lowongan
jabatan pengurus karena seorang pengurus mengundurkan
diri, diberhentikan atau meninggal dunia.

35.2 Pengisian lowongan jabatan Pengurus Antar Waktu dilakukan
dengan keputusan Dewan Pimpinan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) disetiap tingkatan/jenjang organisasi
dan disyahkan oleh perangkat organisasi diatasnya dan
disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Badan Pendiri.
S e d a n g k a n  u n t u k  D e w a n  P i m p i n a n  P u s a t
disyahkan/dikukuhkan melalui keputusan Rapat Pleno Dewan
Pimpinan Pusat dan disyahkan oleh Badan Pendiri.

35.3 Pengisian jabatan Pengurus Antar Waktu dapat dilakukan
dengan memprioritaskan untuk mengangkat calon dari
pengurus yang sudah ada, dengan mempertimbangkan
kemampuan dan asas senioritas serta jenjang jabatan
kepengurusan.



BAB XI
.

Keuangan

Pasal 36
Sumber Dan Mekanisme Keuangan

36.1 Penerimaan atau perolehan pokok keuangan organisasi berasal
dari uang iuran anggota.

36.2 Perolehan atau penerimaan keuangan organisasi lainnya
diupayakan melalui badan-badan usaha sosial ekonomi yang
dibentuk serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.

36.3 Besarnya uang iuran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
masing-masing wilayah pengurus.

36.4 Penggunaan dan pengolahan keuangan organisasi diatur
melalui sistim anggaran pendapatan organisasi pada masing-
masing jenjang kepengurusan.

36.5 Untuk keperluan pengawasan dan pertanggung jawaban
keuangan di masing-masing tingkat/jenjang kepengurusan,
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1) setingkat diatasnya dengan
membentuk Tim Pemeriksa Keuangan Organisasi, sedangkan
untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan Auditor Indenpenden.

36.6 Pelaksanaan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan
organisasi di masing-masing jenjang kepengurusan dilakukan
setiap satu tahun sekali.

BAB XII

Lain-Lain

Pasal 37
Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga

    Penyempurnaan dan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga
dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional Front Komunitas
Indonesia Satu (FKI-1).



BAB XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 38
38.1 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

ini akan diatur/ditetapkan dalam bentuk peraturan organisasi
dan atau dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi
lainnya.

38.2 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di  Jakarta
Tanggal  : 31 Agustus 2004


